SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGROWISATA
HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2025

Menimbang :

Mengingat

da.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

bahwa dengan adanya review dari Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap Rencana
Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Hortikultura
Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2025, untuk mendapatkan
bantuan dari pemerintah pusat, luas kawasan hortikultura
yang ditetapkan minimal 1.000 ha (seribu hektar) sehingga
perlu menambah 5 (lima) Desa dalam 1 (satu) hamparan yang
sama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 73 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Agrowisata Hortikultura Kabupaten Tabalong Tahun 2021-
2025;

Pasal 1R ayat (A) Tindang-Tindang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1045;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ientang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Tanah Laut, Daerah
Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong Dcngan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nemor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
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Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2015 tentang Usaha
Wisata Agro Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5800)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana tclah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lemberan Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan
Lembaran  Dacrah  Kabupaten Tabalong Nomor 03),
sebagaimana telah diubah dengan 15 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor
15);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(lembarain Daecrah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Noemor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Taebealong Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TABALONG NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGROWISATA
HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2025.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata

Hortikultura Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Bupati Tabalong Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Hortikultura Kabupaten Tabalong

Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 73),

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 14 November 2024
Pj. BUPATI TABALONG,

ttd.
HAMIDA MUNAWARAH
Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 14 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.
M. FITRI HERNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 NOMOR 21

SalimanSesuai dengan Aslinya
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TABALONG NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN AGROWISATA
HORTIKULTURA DI KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2021-2025

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGROWISATA
HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2025

Pj. BUPATI TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH



